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BAB IV 

PENUTUP 

1.  KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan dalam Bab-Bab terdahulu, maka sekarang 

dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

a) Anggota TNI dan atau Polisi walaupun sudah terikat pada peraturan 

perundang-undangan yang secara khusus mengatur kedua institusi tersebut, 

tetap memiliki hak asasi manusia. 

b) Salah satu hak asasi manusia tersebut adalah hak atas pekerjaan demi 

menjamin kelangsungan hidup dirinya sendiri maupun anggota 

keluarganya. 

c) Dalam hal seorang anggota TNI atau Polisi dijatuhi hukuman atas 

kesalahannya, hukuman tersebut tidak boleh mencabut hak atas 

pekerjaannya. 

d) Dalam kasus pemecatan anggota TNI sersan dua SNF dan anggota 

kepolisian brigadir yang berinisial TT, putusan pemecatan dan dasar 

pemecatan tersebut tidak tepat. 

Beberapa kasus yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya merupakan 

kasus-kasus yang mengandung unsur diskriminasi, karena seorang anggota TNI 

maupun Polri tersebut memikili orientasi seksual yang menyimpang maka dianggap 

berbeda dan tidak normal seperti pada umumnya maka hak-hak mereka dibatasi 

atau bahkan dicabut. Namun sebagai manusia juga mereka memiliki hak-hak dasar 

yang melekat dalam dirinya yaitu hak asasi manusia (HAM). Pada prinsipnya HAM 

tidak dapat dicabut oleh siapapun dan HAM menegaskan pada prinsipnya ada 

kesetaraan. Oleh karena itu diskriminasi seharusnya dilarang dan dalam peraturan 

yang telah dijabarkan diatas ditegaskan bahwa diskriminasi dilarang. Mereka 

melakukan perbuatan yang bukan melanggar hukum namun hak mereka untuk 

menjalankan hak atas pekerjaannya dilanggar. Padahal kedua anggota TNI maupun 

Polri tersebut pada saat menjalankan profesinya tidak pernah melakukan perbuatan 
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yang melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana maupun tidak pernah 

menjalankan hukuman tindak pidana.  

Karena dasar pemecatan tersebut tidak tepat yang mengakibatkan anggota 

TNI maupun Polri tersebut menjadi kehilangan pekerjaan yang menimbulkan 

ketidakpastian dalam hukum. Dalam kasus anggota polisi yang dipecat karena ia 

melakukan perbuatan tercela dengan berhubungan seksual dengan sesama jenis 

namun dalam peraturan kepolisian sendiri tidak megatur mengenai larangan 

berhubungan dengan sesama jenis dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran 

hukum atau makna dari perbuatan tercela yang terdapat dalam putusan MK dan 

tidak sejalan dengan kode etik kepolisian. Dan sebagai akibat adanya diskriminasi 

dalam kasus diatas seorang anggota polisi dan TNI menjadi kehilangan pekerjaan 

padahal hak pekerjaan adalah salah satu HAM yang dimiliki manusia, dengan 

bekerja seseorang dapat mempertahankan kehidupannya. Padahal adanya peraturan 

yang mendasar bahwa HAM seseorang harus dilindungi dan tidak dapat dicabut 

oleh siapapun. 

 

2. SARAN 

 Sebagaimana penjelasan yang telah dijabarkan dalam penelitian, dalam 

hubungan ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

a) Apabila TNI maupun Polri diberhentikan seharusnya ada dasar yang 

konkret mengenai alasan pemecatan dan peraturan-peraturan yang 

dilanggar.  

b) Dalam kedua kasus tersebut seorang anggota TNI maupun Polri tidak 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan korupsi 

atau tindak pidana namun, karena ia dianggap berbeda maka diberhentikan. 

c) Seharusnya dalam hak memutuskan atau menjatuhkan putusan 

pemberhentian harus menjelaskan secara konkret pasal yang dilanggar 

untuk menciptakan kepastian hukum dan tidak menciptakan diskriminasi.  
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d) Kalaupun harus dijatuhi hukuman pemecatan sebagai anggota TNI maupun 

kepolisian, sebaiknya dia tetap dipekerjakan dalam institusinya, misalnya 

sebagai tenaga administrasi atau sebagai pekerja karyawan alih kerja 

(outsourcing). Karena hak atas pekerjaan berkaitan dengan hak atas 

kelangsungan kehidupannya serta ha katas penghidupan yang layak. 
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